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ABSTRAK 

 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaaan undang-undang 

nomor 20 tahun 2016 tentang merek terhadap produsen knalpot di 

Purbalingga. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana 

pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek 

terhadap produsen knalpot di Purbalingga, Faktor-faktor yang 

melatarbelakangi didaftarkan atau tidak didaftarkan nya merek serta 

Penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh pemilik 

Merek. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Analisis 

dilakukan dengan cara pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan penelitian ini dipadukan dengan hasil wawancara dan data yang 

diperoleh dari hasil penelitian. Hasil studi ini menunjukan bahwa 

pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek belum 

sepenuhnya ditegakan karena berdasarkan hasil penelitian masih banyak 

produsen knalpot purbalingga yang belum mendaftarkan merek nya ke 

direktorat jenderal hak kekayaan intelektual yang menyebabkan 

pelaksaan perlindungan hukum merek terhadap para produsen knalpot 

ini menjadi terhambat, selain itu juga masih banyak produsen yang 

melakukan praktek pemalsuan merek terhadap produk knalpotnya. 

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian terkait biaya 

permohonan pendaftaran merek serta membenahi prosedur pendaftaran 

yang lama karena 2 faktor ini adalah penyebab enggan nya produsen 

knalpot mendaftar merek nya sehingga pelaksanaan undang-undang 

nomor 20 tahun 2016 tentang merek menjadi lebih efektif. 

 

Kata Kunci: pelaksanaan undang-undang, knalpot 
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 BAB I   

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Bisnis dan Ekonomi yang sangat progressive menyebabkan 

pesatnya perdagangan antar negara serta banyaknya varian barang dan jasa yang 

beredar di pasaran. Hal ini juga dipengaruhi oleh majunya bidang transportasi 

yang memudahkan distribusi dan pemasaran barang antar negara. Fenomena ini 

mempengaruhi berbagai macam aspek termasuk di dalamnya Hak Kekayaan 

Intelektual. Keberagaman barang dan jasa ini menimbulkan kesadaran 

pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang 

didalamnya mencakup perihal tentang merek, paten, hak cipta, desain industri, 

varietas tanaman , indikasi geografis hingga perlindungan rahasia dagang. 

Kesadaran ini melahirkan perjanjian TRIP’s (Trade Relation Aspects of 

Intellectual Property Right) yaitu perjanjian Internasional dibawah World Trade 

Organization di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dengan 

tujuan penyeragaman sistem Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia sendiri juga 

turut serta dalam perjanjian tersebut dengan ikut meratifikasi World Trade 

Organization dan perjanjian GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 

lewat Undang – Undang No.7 tahun 1994. TRIP’s sendiri merupakan bagian dari 

GATT yang dinegosiasikan di akhir putaran Uruguay. Dengan demikian maka 



 2 

Indonesia efektif harus menselaraskan perundang – undangan Indonesia di 

bidang HKI dengan yang ditentukan didalam TRIP’s.  

Tindakan tersebut selaras dengan kebijakan hukum yang tertera didalam 

Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yaitu: 

“Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung 

kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa 

merugikan kepentingan nasional.”1 

Majunya perkembangan teknologi dan informasi juga menstimulus 

pesatnya globalisasi Hak kekayaan Intelektual. Yang mana Hak Kekayaan 

Intelektual disematkan pada suatu barang atau jasa dalam proses produksi 

maupun juga dalam proses pemasaranya. Turut sertanya Indonesia dalam GATT 

dan Sistem perekonomian Indonesia yang terbuka juga menyumbang pengaruh 

dalam perdagangan bebas. Dikarenakan muncul nya bermacam – macam jenis 

barang dan jasa yang di tawarkan dalam perdagangan bebas ini maka para pelaku 

usaha memperlukan suatu bentuk pembeda untuk membedakan produk yang 

dijualnya dengan produk yang dijual pelaku usaha lain. 

Pembeda tersebut adalah Merek. Sama halnya dengan Hak cipta dan paten 

serta hak katas kekayaan intelektual lainya, hak merek juga merupakan bagian 

dari hak atas intelektual. Khusus mengenai hak merek secara eksplisit disebut 

sebagai benda immaterial dalam konsiderans UU Nomor 20 tahun 2016 tentang 

Merek bagian menimbang butir a, yang berbunyi : 

                                                        
1 Ketetapan MPR/Nomor IV/MPR/1999 BAB IV(A) Hukum butir 7. 
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“Bahwa didalam era perdangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi 

internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat 

penting terutama dalam menjaga persaingan usaha sehat.”2 

Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena 

dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, 

kualitasnya serta keterjaminanya bahwa produk itu original. Kadangkala yang 

membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya tetapi mereknya. 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, 

susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.3 

Melalui merek sebuah perusaahaan telah membangun suatu karakter 

terhadap produk produknya yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi 

bisnis atas penggunaan merek tersebut.4. oleh karena itu, perusahaan-perusahaan 

cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan 

merek tersebut dalam produk-produknya.5 

Upaya pencegahan penggunaan merek oleh orang/perusahaan yang bukan 

merupakan pemilik sah dari suatu merek itu sangat penting karena berkaitan 

dengan reputasi dari merek yang telah dibangun dengan tenaga,waktu maupun 

                                                        
2 Saidin, OK. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights). 

Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 441 
3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, Bab 1, Pasal 1 
4 Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum 

Bisnis, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indoneisa, hal. 147. 
5 Ibid., hal, 14. 
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biaya yang banyak. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap 

merek dalam menunjang kepentingan pemilik merek sah yang sudah banyak ber 

investasi dalam merek yang telah dibuatnya. 

Setiap pengusaha dapat saja mengembangkan usahanya, untuk 

mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar, tetapi 

usaha tersebut hendaklah dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak-hak 

orang lain. Namun seperti apa yang kita lihat dari dahulu sampai sekarang dalam 

dunia usaha perdagangan selalu saja terdapat persaingan tidak sehat (unfair 

competition). 

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, 

meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat tanpa 

memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. 

Tentu saja hal-hal ini demikian itu sangat mengacaukan roda perekonomian 

dalam skala nasional dan skala lokal.6 

Mengenai persaingan tidak jujur ini dalam Pasal 10 bis dari Konvensi Paris 

memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan 

perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan tidak jujur. Dalam ayat 

keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan denga “honest 

practices industrial and commercial matters” dianggap sebagai perbuatan 

persaingan tidak jujur. Sedangkan ayat ketiga nya menentukan tentang 

                                                        
6 Saidin, op. cit., hal. 467 
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pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara 

apapun berkenaan dengan asal usul atau yang berkenaan dengan usaha-usaha 

industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang mengkacaukan public 

berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang, termasuk peniruan 

merek.7 

Di Indonesia sendiri banyak ditemukan penjualan barang barang hasil 

pemalsuan merek. Ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang berorientasi pada 

merek sebagai pernyataan kualitas maupun tingkat prestige. Masyarakat membeli 

barang atau jasa dengan merek yang terkenal dengan tujuan mecari kualitas 

ataupun menaikan prestis dan status sosial di masyarakat. Kondisi ini menjadi 

celah bagi pemalsu merek untuk memproduksi barang barang atau jasa dengan 

merek palsu (KW) dikarenakan permintaan pasar yang sangat tinggi akan suatu 

merek tertentu. Para pemalsu merek ini pun memberikan harga yang jauh lebih 

murah dari barang orisinal. Murahnya harga tersebut menjadi salah satu faktor 

sangat diminatinya barang dengan merek palsu.   

Perbedaan signifikan terdapat pada kualitas barang atau jasa yang 

diproduksi. Pemilik merk asli akan menjunjung tinggi standar kualitas dari 

barang atau jasa yang diproduksi karena ini berkaitan langsung dengan reputasi 

dari merek yang sudah dibangun. Sehingga produk yang dihasilkan selalu dalam 

kualitas terbaik. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaku pemalsuan merek. 

Dimana pelaku Pemalsuan merek cenderung lebih berorientasi pada jumlah 

                                                        
7 Saidin, op. cit., hal. 468 
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penjualan daripada kualitas barang yang diproduksi. Kepuasan konsumen bukan 

menjadi hal utama yang dipertimbangkan oleh pelaku Pemalsuan merek, 

melainkan kentungan sebanyak banyak nya dari penjualan barang atau jasa. 

Sehingga pada prakteknya banyak ditemukan barang barang hasil 

pemalsuan merek yang kualitas nya sangat jauh dibawah dari kualitas barang 

orisinil nya. Kualitas yang seadanya ini menimbulkan problematika ketika suatu 

produk pemalsuan merek dikonsumsi oleh konsumen. Produk pemalsuan merek 

cenderung tidak tahan lama atu lebih cepat rusak dibanding barang orisinil nya. 

Besar kemungkinan ketika konsumen membeli produk pemalsuan merek maka 

konsumen tidak mendapatkan barang dengan kualitas sesuai dengan yang di 

ekspetasikan. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya rasa percaya konsumen 

kepada merek tertentu karena barang yang sejatinya merupakan hasil pemalsuan 

merek di asosiasikan dengan merek yang dipalsukan nya. 

Disinilah peran Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek 

sebagai alat untuk melindungi produsen-produsen dari tindakan pemalsuan 

merek yang sangat merugikan. Produsen yang sudah mendaftarkan mereknya 

kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berhak atas hak eksklusif 

dan mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi pada prakteknya, khususnya pada 

produsen-produsen knalpot Purbalingga masih banyak produsen yang belum 

mendaftarkan mereknya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan Undang-undang 

No.20 Tahun 2016 tentang merek menjadi tidak maksimal dikarenakan produsen 

yang belum mendaftarkan mereknya maka produsen tersebut tidak mendapat 
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perlindungan hukum. Tiap-tiap produsen memiliki alasan, faktor pendorong 

maupun penghambat  yang menyebabkan didaftarkan atau belum didaftarkannya 

merek mereka. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Agus selaku kepala bidang 

Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangakan Kabupaten Purbalingga, 

beliau menuturkan bahwasanya memang benar masih ada beberapa produsen 

knalpot di Purbalingga yang dalam praktik produksinya menggunakan merek 

yang bukan menjadi haknya. Meskipun demikian beberapa diantaranya 

dikarenakan permintaan oleh konsumen sendiri untuk menggunakan logo merek 

yang terkenal. Beliau juga membenarkan belum banyak produsen knalpot 

purbalingga yang sudah memiliki merek sendiri dan terdaftar di daftar umum 

merek Dirjen HKI8 

Berangkat dari permasalahan yang telah disebutkan diatas. Maka perlu 

diadakan penelitian terkait dengan masalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang merk ini dengan harapan dapat diperoleh solusi untuk 

permasalahan ini. Dengan demikian penulis menuangkan permasalahan dengan 

judul : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 

TENTANG MEREK PADA PRODUSEN KNALPOT DI PURBALINGGA

                                                        
8 Data wawancara pra riset dengan Bapak Agus selaku kepala bidang perindustrian 

Disperindagkop Purbalingga pada tanggal 17 Oktober 2017 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek terhadap para 

produsen knalpot di Purbalingga? 

2. Bagaimana penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh 

Pemilik Merek 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek terhadap para 

produsen knalpot di Purbalingga; 

2. Mengetahui penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh 

Pemilik Merek 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pelaku Usaha 

a. Pengertian Pelaku Usaha 

Secara umum pelaku usaha dapat diartikan sebagai orang yang 

melakukan usaha bisnis yang tujuan utamanya mencari untung. Istilah 

pelaku usaha dipakai dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Pasal 1 butir 3 menyatakan Pelaku Usaha 

adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
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Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi.9 

Berdasarkan pengertian diatas, penjelasan Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 menyebutkan bahwa termasuk pengertian Pelaku Usaha 

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, 

distributor, dan lain lain. Pelaku usaha dapat diartikan pula pengusaha 

yaitu setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan barang untuk 

dipasarkan/diserahkan kepada konsumen.  

Pengusaha terdiri dari pengusaha perantara 

(importer,eksportir,pedagang,distributor,agen/grosir, dan retail atau 

toko), dan produsen (pabrikan yang langsung memproduk barang, yang 

mengetahui sepenuhnya proses produksi barang sejak tahap perencanaan 

sebelum produk dibuat yang berupa penelitian laboraturium, persiapan 

bahan baku, tahap pembuatan dan terakhir tahap setelah selesai dibuat). 

Bahkan termasuk pengertian produsen adalah pengusaha pabrikan yang 

menghasilkan produk setengah jadi, memontir dan mengasembling, 

barang yang kemudian dipasarkan.10 

                                                        
9 Indonesia ,Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab 1, 

Pasal 1. 
10  Mansyur, M. Ali. 2007. Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam 

Perwujudan Perlindungan Konsumen.  Yogyakarta: Genta Press., hal 33 
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Sebagian besar pelaku usaha bentuk asalnya adalah perkumpulan 

yang tidak mempunyai kepribadian sendiri. Perkumpulan tersebut 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut,  Kepentingan bersama, 

Kehendak bersama, Tujuan bersama, Kerjasama, Selanjutnya 

perkumpulan dapat berbentuk perorangan atau badan hukum.11 

2. Merek 

a. Konsep Dasar dan Basis Aturan tentang Merek 

Merek (trademark) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada 

dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an 

indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan/jasa-jasa 

perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang 

dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan 

jaminan dan kualitas (a guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang 

dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak 

jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk yang bermaksud 

membonceng reputasinya.  

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a marketing and 

advertising device) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada 

konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. 

Lebih lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun 

internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang 

                                                        
11  ibid., hal 34 
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dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang 

didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki 

kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus 

mempertahankan loyalitas konsumen (consumer’s loyalty) atas produk 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan nya. Inilah yang menjadikan merek 

sebagai suatu keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan 

keunggulan kepemilikan (ownership advantage) untuk bersaing di pasar 

global.12 

Di Indonesia merek pertama kali diatur dalam UU No.21/ 1961 

tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang 

diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui 

pemakaian pertama kali (first to use system atau  stelsel deklaratif). First 

to use system atau stelsel deklaratif artinya anggapan hukum timbul 

bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat 

terbukti sebaliknya. Selanjutnya UU No.21/1961 diubah dengan UU No. 

19/1992 tentang Merek, dengan beberapa perubahan mendasar.13 

Selanjutnya tahun 1997 UU Merek tahun 1992 tersebut juga 

diperbarui lagi dengan UU No.14 Tahun 1997. Dan pada saat ini tahun 

2001 UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan  UU No.14 

                                                        
12 Jened, Rahmi. 2015. Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi 

Ekonomi. Prenada Mediagroup., hal 4 
13 ibid., hal 15 
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Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dan sebagai gantinya 

kini adalah Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001. 

Adapun alasan diterbitkannya UU No.15 tahun 2001 dapat 

diuraikan sebagai berikut. Salah satu perkembangan yang kuat dan 

memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan 

kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang 

adalah semakin luasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, 

budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainya. Perkembangan 

teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor 

perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan 

dunia sebagai pasar tunggal bersama.14  

Dengan undang undang ini terciptalah pengaturan merek dalam 

satu naskah (single text) sehingga lebih memudahkan masyarakat 

menggunakanya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam undang-

undang merek lama, yang substantifnya tidak berubah, dituangkan 

kembali dalam undang-undang ini.15 

Seiring dengan perkembangan yang ada, pemerintah khususnya Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(DJKI) selaku instansi yang bertanggung jawab atas hal yang terkait dengan 

sistem Kekayaan Intelektual memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan 

                                                        
14 Saidin, op. cit., hal. 447 
15 Ibid., hal 449 
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penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam UU No.15/2001. Adapun 

tujuan dari perbaikan dan  penyempurnaan atas UU No. 15/2001 adalah untuk: 

1. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon 

pendaftaran merek; 

2. Lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan 

pendaftaran merek, yakni dengan menyederhanakan proses dan 

prosedur pendaftaran merek; 

3. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek 

terdaftar dari kemungkinan pelanggaran merek yang dilakukan oleh 

pihak lain; dan 

4. Menyesuaikan aturan hukum di bidang merek dengan ketentuan 

internasional di bidang merek yang telah diratifikasi dan/atau diaksesi 

oleh Indonesia. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah melalui proses yang 

cukup panjang akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 

No.20/2016), yang menggantikan peran Undang-Undang merek 

sebelumnya. UU No.20/2016 berlaku sejak tanggal 25 November 2016.16 

b. Jenis Merek 

                                                        
16 Indriyanto, Agung dan Yusnita, Irnie Mela. 2017. Aspek Hukum Pendaftaran Merek. 

Jakarta: Rajagrafindo Persada. hal.5 
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Undang-Undang No.20 Merek Tahun 2016 tentang merek ada 

mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam 

dalam pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 yaitu 

merek dagang dan merek jasa. 

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam 

tiga jenis yaitu : 

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. 

2. Merek Lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak 

pernah, setidak-tidaknya jarang sekali digunakan. 

3. Merek Kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.17 

c. Fungsi Merek 

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada tiga yaitu: 

1. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk 

menunjukan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu 

unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi 

bahwa produk itu dibuat secara professional; 

2. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan 

kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi; 

3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi 

kolektor produk tersebut; 

                                                        
17 Ibid., hal 458 
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Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum 

terhadap merek begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, 

sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki 

oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang 

lain.18 

 

d. Praktik Perdagangan Tidak Jujur terkait Merek 

Praktik perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut: 

1. Praktik Peniruan Merek Dagang 

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal 

persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-

upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru 

merek terkenal (well known trade mark) yang sudah ada sehingga 

merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya 

sama dengan merek katas barang atau jasa yang sudah terkenal 

(untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan 

kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang 

diproduksinya itu sama dengan produksi beang atau jasa yang sudah 

terkenal itu. 

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang 

                                                        
18 Ibid., 470 
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Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh 

pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi 

barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal 

secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan hak nya. 

3. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik Berkenaan 

dengan Sifat dan Asal-Usul Merek 

Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha 

mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang 

tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang 

tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah 

penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan 

keterangan made in England padahal tidak benar produk itu berasal 

dari Inggris.19 

3. Tinjauan Umum tentang Knalpot 

Knalpot merupakan bentuk saluran untuk pembuangan gas sisa 

pembakaran mesin kendaraan bermotor dan juga meredam suara keras yang 

dihasilkan oleh proses pembakaran tersebut. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

a. Pelaksanaan Undang-Undang Merek terhadap Produsen Knalpot 

                                                        
19 Ibid., 469 
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b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi didaftarkannya dan tidak 

didaftarkannya merek atas knalpot di kota purbalingga oleh para 

produsennya 

2. Sumber Data 

a. Data primer terdiri dari : 

1) Hasil wawancara dengan subyek penelitian 

b. Data sekunder terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer : 

a) Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek 

c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

2) Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berhubungan dengan 

penulisan ini terdiri dari bahan hukum yang memberi penjelasan 

hukum hukum primer: buku-buku, jurnal hukum, artikel website, dan 

peraturan-peraturan. 

3. Teknik pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) untuk mendapatkan data dan penjelasan yang 

akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan subjek penelitian 

melalui tanya jawab secara langsung. 

b. Studi Kepustakaan (library Research) hal ini dilakukan dengan cara 

mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-
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buku,literatur-literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah 

tujuan penelitian. 

c. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pihak terlibat 

dan pengamatan-pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan 

obyek penelitian. 

4. Metode Pendekatan 

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapat hasil yang diinginkan, 

penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan 

yuridis empiris. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah dengan 

menganalisa peraturan tentang perlindungan hukum atas merek berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek terhadap pelaksanaan 

nya terhadap produsen knalpot di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan 

pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah dengan menelaah perilaku 

masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek, Khususnya para Produsen Knalpot di Kabupaten Purbalingga 

5. Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh dan terkumpul kemudian akan ditelaah 

secara kualitatif yaitu suatu metode yang tidak mendasarkan pada angka, 

melainkan pada apa yang dinyatakan responden yang kemudian dirangkai 

dalam kalimat yang logis, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu 

dengan melukiskan kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek, dibandingkan dengan 
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perundang-undangan dan teori atau asas dalam ilmu hukum. Metode berpikir 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif yaitu suatu metode 

berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan penelitian ini tersusun atas empat bab yang saling 

berkaitan, dan disetiap Bab terdiri atas beberapa sub-sub Bab. Agar dapat 

memberikan uraian secara garis besar, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

B. Rumusan Masalah. 

C. Tujuan Penelitian. 

D. Tinjauan Pustaka. 

E. Metode Penelitian. 

F. Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG TENTANG MERK TERHADAP PRODUSEN 

KNALPOT 

A. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Merek dalam Hukum Hak Kekayaan 

Intelektual 

B. Tinjauan Umum tentang Perkembangan Hukum Merek di Indonesia 
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C. Tinjauan Umum Tentang Merek 

1. Pengertian Merek 

2. Jenis Merek 

3. Fungsi Merek 

4. Prosedur Pendaftaran Merek 

5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek 

6. Pelanggaran Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek 

D. Tinjauan Umum Tentang Knalpot 

1. Pengertian Knalpot Kendaraan Bermotor 

BAB III ANALISA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

TENTANG MEREK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT 

1. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek Terhadap Para Produsen 

Knalpot di Purbalingga. 

2. Penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh Pemilik 

Merek 

BAB IV PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang : 

a. Kesimpulan 

b. Saran
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BAB II 

 

 

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

TENTANG MEREK TERHADAP PRODUSEN KNALPOT 

 

A.  Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Merek dalam Hukum Hak Kekayaan 

Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris Intellectual 

Property Rights adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan 

intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, 

rasa dan karsanya menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, 

dan teknologi.20 

Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak 

tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak 

tersebut dapat menuntut terhadap pelanggarnya yang dilakukan oleh siapapun. 

Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu 

hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya 

membuat ciptaan/penemuanya ataupun menggunakannya21 

Sri Redjeki Hartono mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada 

hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, 

karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, 

                                                        
20 Roisah, Kholis. 2015. Konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, hal. 4 
21 Ibid., hal. 9 
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memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur 

dan syarat-syarat yang harus dipenuhi22 

HKI baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah 

membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan 

secara praktis. Disamping itu kreativitas intelektual juga harus orisinil atau asli 

(original) dan baru sama sekali ataupun memperbarui dari kreativitas 

sebelumnya (novelty).23 

Didalam bagian kedua Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPs) tentang Standards Concerning the Availability, Scope and Use of 

Intellectual Property Rights disebutkan hal-hal yang dilindungi dan menjadi 

bagian dari kekayaan intelektual, yaitu24: 

1. Copyrights (hak cipta) dan Related Rights (hak-hak yang berkaitan 

dengan hak cipta; 

2. Trademarks (merek dagang); 

3. Geographical Indications (indikasi geografis); 

4. Industrial Designs (desain Industri); 

5. Patents (paten); 

6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits (desain letak 

(Topografi) sirkit terpadu); 

                                                        
22 Sembiring, Sentosa. 2002. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. 

Bandung: CV. Yrama Widya, hal. 14 
23 Kholis Roisah, op. cit., hal. 9 
24 Purba, Achmad Zen Umar. 2016. Perjanjian Trips Dan Beberapa Isu Strategis. P.T. 

Alumni, hal. 203 
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7. Protection of Undisclosed Information (perlindungan informasi yang 

dirahasiakan); 

8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences 

(perlindungan praktek anti persaingan dalam lisensi kontrak) 

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual 

diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau meng eksploitasi 

kekayaanya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian 

menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya 

guna menghasilkan karya atau temuan temuan  berikutnya.25 

Banyak hal yang dapat dilindungi HKI, termasuk novel, karya seni, 

fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras 

komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara 

massal, rahasia dagang dan lain lain.26 

Meskipun demikian, hukum HKI tidak diperluas terhadap setiap situasi 

dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya kedalam sesuatu 

yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. 

Berdasarkan hukum Indonesia dan Undang-Undang di banyak negara, 

ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur Undang-Undang.27 

                                                        
25 Kholis Roisah, op. cit., hal. 25 
26 Tim Lindsey, et.al. 2013. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: P.T. 

Alumni, hal. 3 
27 Ibid., hal. 3 
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Ditinjau dari cara perwujudannya, HKI sebenarnya berbeda dari objek 

yang berwujud lainnya. Sebagai contoh, Hak Cipta di dalam sebuah lukisan 

adalah kekayaan yang terpisah dari kepemilikan kanvas lukisannya. Jika anda 

membeli sebuah buku, anda memiliki buku tersebut secara fisik, tetapi bukan 

Hak Cipta yang ada didalam buku yang anda beli tersebut.28 

B. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Hukum Merek di Indonesia 

Perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam Reglement Industrieele 

Eigendom Kolonien 1912, yang kemudian diperbarui dan diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merej 

Perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek 1961). Adapun pertimbangan 

lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak 

ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah 

dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-

Undang Merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama (First to Use 

System) dari merek di Indonesia.29 

First to Use System atau stelsel deklaratif artinya anggapan hukum timbul 

bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat terbukti 

                                                        
28 Ibid., hal. 4 
29 Usmam, Rachmadi. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan 

Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: P.T. Alumni, hal. 306 
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sebaliknya. Selanjutnya UU No. 21/1961 diubah dengan UU No.19/1992 tentang 

Merek, dengan beberapa perubahan mendasar.30  

Tahun 1992 UU Merek Baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 

1993. Dengan adanya Undang-Undang baru tersebut, surat keputusan 

administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. 

Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merek, Indonesia turut 

serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO.31 

Pada tahun 1997, pemerintah merevisi perangkat peraturan perundang-

undangan di bidang Kekayaan Intelektual dengan mengesahkan UU No. 1997 

tentang perubahan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU No.14/1997). UU 

No. 14/1997 berisi penyempurnaan, penambahan, dan perubahan terhadap 

ketentuan dalam UU No. 19/1992. Penyempurnaan tersebut meliputi tata cara 

pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar, perlindungan merek terkenal, 

dan sanksi pidana. Ketentuan yang ditambahkan dalam UU No. 14/1997 adalah 

ketentuan mengenai indikasi geografis dan Indikasi asal. Selain itu, UU 

No.14/1997 mengubah ketentuan mengenai pengalihan hak atas merek jasa yang 

sebelumnya tidak dapat dilakukan.32 

Selanjutnya di tahun 2001, pemerintah mengundangkan UU No. 15 Tahun 

2001 tentang merek (UU No. 15/2001) dalam upaya untuk menyelaraskan semua 

                                                        
30 Jened, Rahmi. 2015. Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi 

Ekonomi. Prenada Mediagroup., hal 15 
31 Tim Lindsey, et.al., op. cit., hal. 132 
32 Agus Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. op. cit., hal. 3 
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peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dengan perjanjian 

TRIPs. Perubahan yang signifikan dalam UU No.15/2001 adalah perubahan 

terkait dengan proses permohonan. UU No.15/2001 yang mengatur pemeriksaan 

substantif dilakukan setelah permohonan memenuhi kelengkapan administratif. 

Selanjutnya, UU No.15/2001 juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa 

merek melalui badan peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga dan melalui 

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.33 

Seiring dengan perkembangan yang ada, pemerintah khususnya Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(DJKI) selaku instansi yang bertanggung jawab atas hal yang terkait dengan 

sistem Kekayaan Intelektual memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam UU No.15/2001. Adapun 

tujuan dari perbaikan dan  penyempurnaan atas UU No. 15/2001 adalah untuk:34 

1. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran 

merek; 

2. Lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan 

pendaftaran merek, yakni dengan menyederhanakan proses dan prosedur 

pendaftaran merek; 

3. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar 

dari kemungkinan pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain; dan 

                                                        
33 ibid., hal. 4 
34 ibid., hal. 4 
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4. Menyesuaikan aturan hukum di bidang merek dengan ketentuan 

internasional di bidang merek yang telah diratifikasi dan/atau diaksesi 

oleh Indonesia. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah melalui proses yang cukup 

panjang akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah bersama-sama dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis (UU No.20/2016), yang menggantikan peran 

Undang-Undang merek sebelumnya. UU No.20/2016 berlaku sejak tanggal 25 

November 2016. 

Lahirnya UU No.20/2016 merupakan babak baru perkembangan hukum 

merek di Indonesia. Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah 

diakomodasinya perlindungan merek nontradisional dan sistem pendaftaran merek 

internasional. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan juga dilakukan dalam Undang-

Undang ini, yang antara lain termasuk penyederhanaan pendaftaran  juga dilakukan 

dalam Undang-Undang ini, yang antara lain termasuk penyederhanaan prosedur 

pendaftaran merek.35 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Merek 

1. Pengertian Merek 

                                                        
35 ibid., hal. 5 
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Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek 

diuraikan sebagai berikut: 

“ Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang 

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa”. 

Definisi merek yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) perjanjian TRIPs 

menyatakan setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda disertai dengan 

contoh berupa nama, huruf-huruf, warna-warna dan sebagainya. Tetapi hal 

ini tidak membatasi pelaksanaan perlindungan merek untuk bentuk tanda lain 

yang tercantum dalam penjelasan diatas selama masih memiliki daya 

pembeda 

H.M.N. Purwostjipto merumuskan bahwa: 

“Merek adalah  suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu 

dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.36 

Prof. R. Soekardono, S.H., merumuskan bahwa: 

“Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana 

dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya 

                                                        
36 H.M.N. Purwo Sutjipto. 1984. Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. 

Djambatan, hal. 82. 
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barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan 

barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang 

atau badan perusahaan lain”.37 

Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan 

rumusan bahwa: 

“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang 

dibubuhkan diatas barang atau diatas bungkusannya, gunanya membedakan 

barang itu dengan barang-barang sejenisnya”.38 

Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek 

dari aspek fungsinya, yaitu:  

“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang 

bersangkutan dari barang sejenis lainya oleh karena itu barang yang 

bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan 

terhadap mutunya”.39 

Jadi Merek merupakan tanda berupa kata, nama, huruf, angka-angka, 

susunan warna, gambar atau kombinasi dari unsur2 tersebut yang dijadikan 

sebagai identitas dari produk terntentu sekaligus sebagai pembeda dengan 

produk lain yang serupa dan juga sebagai pernyataan kualitas atas suatu 

produk yang kemudian menjadi hak kekayaan intelektual dari suatu 

perusahaan dan dilindungi oleh Undang-Undang. 

                                                        
37 R. Soekardono. 1983. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat, hal. 149. 
38 Mr. Tirtaamidjaya. 1962. Pokok-Pokok Hukum Perniagaan. Djambatan, hal. 80 
39 Suryatin. 1980. Hukum Dagang I dan II. Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 84 
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2. Jenis Merek 

Undang-Undang Merek Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis 

merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam dalam pasal 1 butir 2 dan 3 UU 

Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa. 

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan diatas ada juga 

pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk 

atau wujud merek itu menurut suryatin dimaksudkan untuk membedakan nya 

dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karenanya adanya pembedaan itu, 

maka terdapat beberapa jenis merek yakni : 

1. Merek Lukisan (beel mark) 

2. Merek kata (word mark) 

3. Merek bentuk (form mark) 

4. Merek bunyi-bunyian (klank mark) 

5. Merek Judul (title mark) 

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam 

tiga jenis yaitu : 

4. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. 

5. Merek Lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang 

tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali digunakan. 

6. Merek Kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.40 

                                                        
40 Saidin, OK. 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights). 

Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 266 
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3. Fungsi Merek 

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik 

merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang 

lainya. Jadi suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:41 

1. Fungsi Pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan 

dengan produk perusahaan lain. 

2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul 

produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk 

bermerek tersebut dengan produsenya, sekaligus memberi jaminan 

kualitas akan produk tersebut. 

3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana 

memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi 

produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai 

pasar. 

4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industry, yakni 

merek dapat menunjang pertumbuhan industry melalui 

penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam 

menghadapi mekanisme pasar bebas. 

Sedangkan menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada tiga 

yaitu: 

                                                        
41 Purwaningsih, Endang. 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. Bogor: 

Ghalia Indonesia, hal.11 
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4. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk 

menunjukan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu 

unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi 

bahwa produk itu dibuat secara professional; 

5. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan 

kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi; 

6. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi 

kolektor produk tersebut; 

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum 

terhadap merek begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai 

tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang 

tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.42 

4. Prosedur Pendaftaran Merek 

Dengan berlakunya UU No.20 2016, prosedur pendaftaran merek yang 

sebelumnya didasarkan pada UU No.15 2001 juga mengalami perubahan. 

Tahap pengumuman yang sebelumnya dilaksanakan pasca pemeriksaan 

substantif, kini dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantif. 

Secara umum, tahanpan prosedur pendaftaran merrek berdasarkan UU 

No.20 2016 terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan 

substantif, dan sertifikasi. 

                                                        
42 Ibid., 470 
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1. Pemeriksaan formalitas  

Dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek 

memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, 

label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan 

kepemilikan merek, surat kuada jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan 

bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas. 

Jika ditemukan kekuranglengkapan persyaratan berupa surat 

pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi 

kelengkapan persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama dua bulan 

terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi 

kelengkapan persyaratan. Namun sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab 

sebelumnya, apabila kekuranglengkapan persyaratan bukan termasuk salah 

satu dari persyaratan minimum berarti permohonan berhak mendapatkan 

tanggal penerimaan dan berhak unutk diumumkan.43 

Permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat memenuhi kekurang 

lengkapan persyaratan dalam  jangka waktu yang ditentukan maka 

permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. Apabila terjadi bencana alam 

atau keadaan memaksa diluar kemampuan manusia sehingga kelengkapan 

persyaratan permohonan pendaftaran merek belum dapat dipenuhi, pemohon 

                                                        
43 Agus Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. op. cit., hal. 27 
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atau kuasanya dapat meminta perpanjangan jangka waktu pemenuhan 

kelengkapan persyaratan tersebut. 

Selanjutnya, jika kekurangan persyaratan administratif berupa bukti 

prioritas, jangka waktu pemenuhan kekuranglengkapan persyaratan 

administratif tersebut harus diajukan paling lama 3 bulan terhitung sejak 

berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak 

prioritas. Permohonan yang tidak dapat memenuhi persyaratan bukti prioritas 

tetap diproses namun dengan tidak menggunakan hak prioritas. 

2. Pengumuman 

Dalam waktu paling lama lima belas hari terhitung sejak tanggal 

penerimaan, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi 

persyaratan minimum diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). 

Penegumuman tersebut berlangsung selama dua bulan. Informasi yang 

diumumkan dalam Berita Resmi Merek tersebut mencakup:44 

1) Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan 

diajukan melalui kuasa; 

2) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa; 

3) Tanggal penerimaan; 

4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali 

dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas. 

                                                        
44 Ibid., hal. 28 
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5) Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label 

merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin 

dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia , 

disertai terjemahannya ke dalam bahasa indonesia, huruf latin tau 

angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, seta cara 

pengucapan nya dalam ejaan latin. 

Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan 

terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut secara tertulis kepada DJKI. 

Alasan keberatan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU 

No.20 2016 mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. DJKI 

kemudian akan mengirimkan salinan dokumen keberatan tersebut kepada 

pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan dalam 

waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan 

keberatan. 

Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima 

keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Sanggahan 

tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan 

terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh 

DKJI. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam tahap pengumaman 

ini pemohon juga dapat melengkapi kekurangan persyaratan administratif 

yang bukan merupakan persyaratan minimum seperti surat pernyataan 

kepemilikan merek, surat kuasa, atau bukti prioritas. 
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3. Pemeriksaan Substantif 

Pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran 

merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Apabila tidak terdapat 

keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung 

sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan 

substantif terhadap permohonan merek dimaksud. Dalam hal terdapat 

keberatan, permohonan pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan 

substantif dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak 

tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.45 

Ketentuan  mengenai pemeriksaan substantif merek diatur dalam Pasal 23 

dan Pasal 24 UU No. 20/2016. Sementara, pemeriksaan apakah suatu 

permohonan merek diberikan hak, tidak dapat didaftar atau ditolak 

didasarkan pada Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20/2016 tentang merek yang 

tidak dapat didaftar atau ditolak. 

Dalam hal terdapat keberatan permohonan pendaftaran merek, keberatan 

dan sanggahan yang diterima menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan 

substantif. Pemeriksaan substantif secara ex officio dan pemeriksaan 

keberatan dan pemeriksaan dilakukan secara bersamaan. Pemeriksaan 

substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 hari. 

                                                        
45 Ibid., hal.29 
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Hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pemohon atas 

kuasanya. Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan pendaftaran 

merek, hasil pemeriksaan substantif juga diinformasikan kepada pihak yang 

mengajukan keberatan. Apabila terhadap permohonan tersebut setelah 

pemeriksaan substantif dianggap dapat diberikan hak atas merek, DJKI 

kemudian akan menerbitkan setifikat merek dan mengumumkannya ke dalam 

Berita Resmi Merek. 

Jika hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan 

pendaftaran merek tidak dapat dididaftar atau (permohonan) ditolak, maka 

pemohon berhak menyampaikan tanggapan secara tertulis(kepada DJKI) 

dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal 

pengeriman surat pemberitahuan. Apabila tidak ada tanggapan dari pemohon, 

maka DJKI akan menetapkan penolakan permohonan tersebut, begitu juga 

halnya apabila DJKI memutuskan bahwa tanggapan yang disampaikan oleh 

pemohon oleh pemohon tidak dapat dterima. Apabila tanggapan diterima, 

maka DJKI akan menerbitkan ser46tifikat merek dan mengumumkannya ke 

dalam Berita Resmi Merek. 

Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding atas penolakan 

terhadap permohonan pendaftaran mereknya kepada Komisi Banding Merek 

dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 

                                                        
46 Ibid., hal. 30 
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tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakaan permohonan dianggap 

diterima oleh pemohon. 

Komisi Banding Merek (wajib) memberikan keputusan atas permohonan 

banding merek dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal 

penerimaan permohonan banding. Jika permohonan banding dikabulkan, 

maka terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan tersebut akan 

diberikan hak atas merek dan DJKI akan menerbitkan sertifikat merek serta 

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Dalam hal Komisi Banding 

Merek menolak permohonan banding, maka pemohon dapat mengajukan 

gugatan atas keputusan penolakan permohonan banding tersebut ke 

pengadilan niaga dalm waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tinggal 

diterimanya keputusan penolakan. Terhadap putusan pengadilan niaga 

tersebut dapat diajukan kasasi. 

4. Sertifikasi 

Sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek merupakan hak 

eksklusif dari negara (dalam hal ini DJKI) dan diberikan kepada pemilik 

merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak 

lain atas seizinnya untuk menggunakan merek (miliknya) tersebut. Pemilik 

merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut 

terdaftar di DJKI. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI akan 
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menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan. Sertifikat merek memuat 

informasi yang terdiri atas:47 

1) Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar; 

2) Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan 

diajukan melalui kuasa; 

3) Tanggal penerimaan; 

4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang 

pertama kali dalam permohonan diajukan dengan 

menggunakan hak prioritas. 

5) Label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai 

macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, 

dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf 

latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa 

indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, 

huruf latif dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa 

Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. 

6) Nomor dan tanggal pendaftaran 

7) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar 

dan. 

8) Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek. 

                                                        
47 Ibid., hal. 31 
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Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik 

merek atau kuasanya  dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) 

bulan terhitung sejak tangggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah 

terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.48 

5. Penghapusan dan Pembatalan Merek 

1. Penghapusan 

a. Penghapusan Atas Permintaan Pemilik Merek 

Pemilik  merek terdaftar dapat mengajukan penghapusan atas 

merek miliknya kepada DJKI. Penghabisan tersebut dapat diajukan 

untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa yang 

telah terdaftar. Dalam hal merek yang ingin dihapuskan masih 

terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan 

jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. 

Namun demikian, persetujuan penerima lisensi dapat dikecualikan 

jika penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk 

mengesampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian 

lisensi. 

b. Penghapusan Atas Prakarsa Menteri 

Selain penghapusan atas permintaan pemilik merek, 

penghapusan merek terdaftar dapat juga dilakukan atas prakarsa 

                                                        
48 Ibid., hal. 32 
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menteri. Sebelum melakukan penghapusan, menteri harus meminta 

rekomendasi terkait penghapusan merek terdaftar tersebut kepada 

Komisi Banding Merek. Kemudian, Komisi Banding Merek 

merekomendasikan penghapusan merek tersebut kepada menteri. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atas 

prakarsa menteri akan diatur dalam pemerintah pemerintah. 

Terdapat tiga alasan yang dapat menyebabkan penghapusan 

merek terdaftar atas prakarsa menteri. Pertama, merek tersebut 

memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhanya dengan 

Indikasi Geografis. Kedua, merek tersebut bertentangan dengan 

ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketiga, merek tersebut memiliki 

kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, 

warisan budaya tak benda, atau nama logo yang sudah menjadi 

tradisi turun menurun. 

Apabila pemilik merek keberatan dengan keputusan 

penghapusan mereknya tersebut, maka pemilik merek dapat 

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya 

hukum selanjutnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

tersebut hanya dapat melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung.49 

                                                        
49 Ibid., hal. 40 
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c. Penghapusan Berdasarkan Putusan Pengadilan 

Penghapusan merek terdaftar juga dapat diajukan oleh pihak 

ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan 

niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama tiga 

tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak 

tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. 

 Ketentuan jangka waktu pengajuan ini dapat dikecualikan atau 

dengan kata lain penghapusan dapat diajukan tanpa batas waktu 

apabila merek tersebut tidak dipergunakan karena adanya Larangan 

Impor, Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang 

yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari 

pihak yang berwenang yang bersifat sementara dan larangan serupa 

lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

2. Pembatalan 

Merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang 

diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek 

yang tidak dapat didaftar atau ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 20 

atau Pasal 21 UU No. 20/2016 ke pengadilan niaga. Upaya hukum 

terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah 

kasasi. Tata cara pelaksanaan pembatalan akan diatur lebih lanjut 

dalam peraturan pemerintah. 
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Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan 

dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran 

merek. Namun, ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan ini 

dikecualikan apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur 

iktikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan 

perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban 

umum.50 

6. Penyelesaian Sengketa Merek 

1. Gugatan 

Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi terdaftar dapat 

menggugat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek 

yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti 

ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan 

dengan penggunaan merek tersebut. Disamping itu, gugatan dapat 

juga diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan keputusan 

pengadilan. Gugatan dimaksud (baik yang diajukan oleh pemilik 

merek terdaftar atau penerima lisensi terdaftar maupun diajukan 

oleh pemilik merek terkenal) diajukan kepada pengadilan niaga. 

                                                        
50 Ibid., hal. 41 
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 Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, walaupun masih 

dalam proses pemeriksaan, pemilik merek terdaftar selaku 

penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk 

menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau 

perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek 

tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut 

menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, 

hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang 

tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Selain melalui gugatan. Para pihak dapat 

menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif 

penyelesaian sengketa.51 

2. Penetapan Sementara 

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis 

kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya 

pelanggaran merek dengan melampirkan bukti kepemilikan 

merek, bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya 

pelanggaran merek dan keterangan yang jelas mengenai barang 

dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan 

diamankan untuk keperluan pembuktian. Dalam mengajukan 

                                                        
51 Ibid., hal. 42 
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permohonan penetapan sementara, pemohon juga harus 

menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank 

yang sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan 

sementara. 

Apabila permohonan penetapan sementara telah memenuhi 

syarat, maka panitera pengadilan niaga mencatat permohonan 

penetapan sementara dimaksud dan wajib menyerahkan 

permohonan terkait dalam waktu paling lama 1x24 jam kepada 

ketua pengadilan niaga. Dalam waktu paling lama dua hari 

terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan 

sementara, ketua pengadilan niaga menunjuk hakim pengadilan 

niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. Hakim 

pengadilan niaga harus memutuskan permohonan penetapan 

sementara dimaksud dalam waktu dua hari terhitung sejak tanggal 

penunjukan. 

Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, 

hakim pengadilan niaga akan menerbitkan surat penetapan 

sementara pengadilan. Kemudian, surat penetapan tersebut 

diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan 

sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 jam. Dalam 

hal permohonan penetapan sementara ditolak, maka hakim 
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pengadilan niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada 

pemohon penetapan sementara dengan disertai alasanya. 

Setelah surat penetapan sementara diterbitkan, pengadilan 

niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam 

waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal diterbitkanya surat 

penetapan sementara untuk dimintai keterangan. Pihak yang 

dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan 

bukti mengenai merek terkait dalam waktu paling lama tujuh hari 

terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan. 

Selanjutnya, hakim pengadilan niaga harus memutuskan untuk 

memguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan 

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara. Apabila 

penetapan sementara dikuatkan, maka pemohon penetapan 

sementara berhak untuk:52 

1) Menerima pengembalian uang jaminan yang telah 

dibayarkan 

2) Mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek 

                                                        
52 Ibid., hal. 43 
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3) Melaporkan pelanggaran merek kepada pejabat 

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 

pejabat penyidik pegawai negeri sipil. 

Namun, jika penetapan sementara pengadilan dibatalkan, maka 

uang jaminan yang telah dibayarkan (oleh pemohon) harus 

segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan 

sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara 

tersebut. 

3. Ketentuan Pidana 

Ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran penggunaan 

merek dalam UU No. 20/2016 diatur di Bab XVIII tentang 

ketentuan Pidana. Besarnya sanksi pidana pada UU ini sedikit 

lebih berat apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada 

UU sebelumnya. Dalam UU ini dinyatakan bahwa:53 

1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek 

yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar 

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 

                                                        
53 Ibid., hal. 44 
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denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah). 

2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek 

yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah) 

3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

ketentuan angka (1) dan (2) diatas, yang jenis barangnya 

mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan 

hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

4) Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa 

yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa 

barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana ketentuan angka (1), (2), dan (3) 

diatas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) 
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D.  Tinjauan Umum Tentang Knalpot 

1. Pengertian Knalpot Kendaraan Bermotor 

Sistem pembuangan adalah saluran untuk membuang sisa hasil 

pembakaran pada mesin pembakaran dalam. Sistem pembuangan terdiri 

dari beberapa komponen, minimal terdiri dari satu pipa pembuangan. 

Di Indonesia dikenal juga sebagai knalpot yang merupakan kata 

serapan dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti saringan suara.54 

Knalpot atau gas buang itu bukan semata fungsinya menyalurkan sisa 

pembakaran. Knalpot masih satu kesatuan dari proses langkah buang. 

Pada knalpot inilah, efek turbulensi terus menerus terjaga. Dengan 

knalpot, aliran turbulensi gas buang diubah jadi gaya pendorong piston ke 

TMB. Kemungkinan mesin dapat hidup tanpa knalpot ada, akan tetapi 

risikonya besar dan turbulensi kecil. Setelah bahan bakar meledak, waktu 

mengembangnya terlalu singkat.55 

2. Pemalsuan Merek Knalpot 

Pemalsuan Merek atau Counterfeiting adalah tindakan melawan 

hukum terhadap Hak Merek yang dimiliki oleh Pemilih Merek sah yang 

sudah terdaftar.  Pemalsuan dilakukan dengan cara menggunakan Merek 

                                                        
54 Internet, Sistem Pembuangan diakses dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembuangan pada 19 Desember 2017 

55 Widodo,I.W.dkk.2006. Smart Muffler (Knalpot Multi Suara) Sebuah Knalpot Inov atif 

yang Mampu Menaikkan Performa Kendaraan Bermotor. Semarang: Fakultas Teknik dan 

Universitas Negeri Semarang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kata_serapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kata_serapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Harfiah
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yang bukan menjadi hak nya secara seutuhnya. Dalam kaitannya dengan 

Pemalsuan Knalpot, dilakukan dengan cara meniru produk kanlpot 

tertentu dari bentuk, warna dan font Merek. Tindakan ini secara eksplisit 

menyalahi Pasal 100 Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang 

merek dimana disebutkan. 

Pemalsuan Merek ini merupakan Delik Aduan sesuai dengan yang 

disebutkan dalam Pasal 103 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek, sehingga dalam proses penegakannya harus ada aduan 

dari pemilik merek sah yang merasa dirugikan atas baru kemudian dapat 

dilakukan penegakan hukum atas Tindakan Pemalsuan Merek tersebut.  
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BAB III 

 

ANALISA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK 

TERHADAP PRODUSEN KNALPOT 

 

A. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek Terhadap Para Produsen 

Knalpot di Purbalingga 

Merek adalah hasil pemikiran atau karya intelektual seseorang yang 

keberadaanya mendapat perlindungan dari Undang Undang Merek yang 

berlaku di Indonesia. Merek didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 

dijelaskan sebagai suatu tanda baik itu berupa nama, gambar, kata, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda sebagai bentuk identitas dari suatu produk tertentu. 

Daya pembeda ini adalah untuk membedakan suatu produk satu pihak dengan 

hasil produk pihak lain dengan standard tertentu agar tidak membingungkan 

konsumen.  

Perbaikan terhadap Undang-undang terkait Hak Kekayaan Intelektual 

di Indonesia dilakukan pasca Indonesia meratifikasi Konvensi Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia atau dikenal di dunia Internasional sebagai 

World Trade Organization (WTO) sebagai langkah untuk Pengesahan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia atau Agreement Establishing the WTO. 
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Termasuk juga didalamnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

merek yang menjadi pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 

Merek. 

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) 

berdasar beberapa pertimbangan-pertimbangan memiliki pandangan bahwa 

diperlukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang 

ada dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, maka berdasar 

pertimbangan tersebut pada 27 Oktober 2016, disahkan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai 

pengganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 oleh pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat.56 

Perubahan diharapkan dapat lebih memberikan kemudahan 

pendaftaran merek maupun perlindungan hukum terhadap pemilik merek 

terdaftar. Dalam hal ini yaitu kegiatan usaha produksi Knalpot di Purbalingga. 

Merek menjadi hal sangat penting bagi para produsen sebagai bentuk 

pernyataan kualitas dan pembeda dengan hasil produksi produsen lain. 

Purbalingga merupakan kabupaten yang didalam nya terdapat berbagai 

macam jenis industri baik Agroindustri maupun Industri non Agro. Salah satu 

                                                        
56Agus Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. op. cit., hal. 5 
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Industri non Agro yang menjadi unggulan dan komoditas warga Purbalingga 

adalah Industri Knalpot. Hal ini dikarenakan pasar Knalpot Nasional sebagian 

besar dimiliki oleh Purbalingga dan didukung dengan jumlah produsen yang 

cukup banyak.  

Knalpot yang diproduksi di Purbalingga dibuat dari berbagai macam 

bahan baik itu besi, galvanis ataupun stainless steel yang kemudian dibentuk 

menjadi silencer, pipa gas buang dan muffler. Produsen menjual knalpot baik 

secara keseluruhan dari silencer, muffler dan pipa gas buang dalam satu 

bagian atau dijual secara terpisah. Beberapa produsen sudah menggunakan 

mesin dalam produksinya tetapi masih ada pula yang memproduksi tanpa 

menggunakan mesin. Hasil produksi nya pun berkualitas tinggi dan dapat 

bersaing dengan produsen lain dari dalam negeri maupun negeri. Ini 

dibuktikan dengan banyak produk produsen  knalpot purbalingga ikut didalam 

ajang pameran. 

Didalam industri knalpot ini kerap terjadi persaingan usaha yang 

sangat ketat antar produsen knalpot. Hal ini menimbulkan kesadaran 

diperlukan nya merek sebagai jati diri dan pembeda antar produk satu 

produsen satu dengan produsen lainnya. Namun tidak semua produsen 

berpikir demikian, beberapa produsen menggunakan jalan pintas dengan 

melakukan pemalsuan atas merek-merek terkenal untuk mempercepat dan 

memperbanyak penjualan produknya. Hal ini dilakukan dikarenakan merek 

terkenal mempunyai nilai jual yang cukup signifikan dibanding membangun 
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merek sendiri dan juga karena faktor konsumen yang masih berorirentasi pada 

merek dalam membeli suatu barang. 

Tindakan pemalsuan ini akan sangat merugikan pemilik merek asli 

nya karena besar kemungkinan knalpot hasil pemalsuan merek yang dijual 

mempunyai kualitas yang berbeda atau bahkan tidak lebih baik dari produk 

aslinya sehingga dapat merugikan konsumen yang sudah percaya dengan 

suatu merek tertentu karena merek juga merupakan statement kualitas. Hal 

lain yang dapat terjadi dari tindakan ini adalah terjadinya kebingungan pada 

konsumen saat hendak membeli produk knalpot. 

Tindakan pemalsuan ini secara eksplisit melanggar pasal 62 UU No.8 

Tahun 1999 yaitu: 

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); 

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 

(1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 

pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 

3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat 

tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku; 
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Kemudian kaitannya dengan Undang-undang Merek adalah Undang-

undang merek ini memiliki fungsi untuk mencegah tindakan-tindakan seperti 

pemalsuan merek. Merek-merek yang berkeinginan mendapatkan 

perlindungan hukum lewat Undang-undang ini diwajibkan untuk memenuhi 

persyaratan yang ditentukan didalam Undang-undang merek serta peraturan-

peraturan lainya yang terkait dengan merek. 

Merek yang ada pada produk knalpot yang diperdagangkan di 

Purbalingga adalah termasuk ke dalam merek dagang. Dikatakan demikian 

karena merek tersebut dipergunakan untuk memperdagangkan produk knalpot 

yang dilaksanakan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum tertentu. Merek dagang yang ada pada produk 

knalpot mempunyai fungsi sebagai pembeda dengan produk-produk knalpot 

lain yang ada di pasaran. Definisi terkait merek dagang dapat ditemukan di 

dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mana 

dijelaskan bahwa. 

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainya.” 

Didalam Hukum Merek di Indonesia dikenal sistem first to use system 

atau stelsel deklaratif  yang mempunyai arti suatu anggapan hukum timbul 

bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan adalah pihak yang berhak atas 
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kepemilikian dari suatu merek. Merek-merek knalpot harus mendaftarkan diri 

ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia – Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual agar mendapat perlindungan hukum, terdaftar di Daftar 

Umum Merek dan mendapat sertfikat merek sebagai bukti kepemilikan atas 

merek dagang yang didaftarkan. Jika tidak didaftarkan, makan pemilik aslinya 

akan sukar dalam pembuktian haknya apabila suatu waktu terdapat pihak 

tidak bertanggung jawab menggunakan merek milik nya ataupun ada gugatan 

dari pihak lain. Terkait dengan hak atas merek ini, penjelasannya terdapat 

dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. 

“ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya.” 

Dinas perindustrian dan perdagangan Purbalingga (Disperindag) 

dalam menyikapi fenomena pemalsuan merek ini melakukan beberapa 

tindakan-tindakan seperti pemberian pengarahan kepada produsen-produsen 

di purbalingga untuk menggunakan merek sendiri dalam produk mereka. 

Selain itu Disperindag juga menyediakan fasilitas bagi para produsen knalpot 

di Purbalingga untuk mendaftarkan merek mereka kepada Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual. Walaupun tidak semua produsen memanfaatkan 

fasilitas ini tapi masih ada produsen yang mempunyai Iktikad Baik untuk 

mendaftarkan merek nya. 
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Beberapa produsen knalpot purbalingga yang sudah menggunakan 

merek sendiri dalam kegiatan usahannya antara lain adalah: 

1. merek BREXX, milik Agus Adiatmaja, beralamat di Dusun IV, Desa 

Patemon Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah; 

2. merek NRC, milik Nanda, beralamat di Jalan Ketuhu, Kec. Purbalingga, 

Kabupaten Purbalingga; 

3. merek DRC, milik beralamat di Jalan A.W Soemarmo No.19, Kec. 

Purbalingga, Kabupaten Purbalingga; 

4. merek HRS, milik M. Ali Imran beralamat di Jalan A.W Soemarmo, Kec. 

Purbalingga, Kabupaten Purbalingga; 

5. merek MMS, milik beralamat di Jalan A.W Soemarmo No.139, Kec. 

Purbalingga, Kabupated Purbalingga; 

6. merek CX, milik beralamat di Jalan A.W Soemarmo, Kec. Purbalingga, 

Kabupaten Purbalingga; 

7. merek Alpino, milik Baskoro Catur Saputro di Desa Peniron, Kabupaten 

Purbalingga 

8.  merek W*ONE, beralamat di Jalan A.W Soemarmo, Kec. Purbalingga, 

Kabupaten Purbalingga; 

9. merek RCM JAVA RACING, beralamat di Jalan Ketuhu, Kec. 

Purbalingga, Kabupaten Purbalingga; 

10. merek Akiyasi, beralamat di Jalan Letnan Sudani, Kabupaten 

Purbalingga; 
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Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari  salah sepuluh (10) 

merek knalpot di Purbalingga hanya terdapat dua (2) yang sudah 

mendaftarkan dan memiliki sertifikat merek, yaitu merek BREXX dan 

ALPINO. Sertifikat merek dalam pandangan Agus Adiatmaja (merek 

BREXX) dan Baskoro Catur Putra (merek ALPINO) merupakan suatu bentuk 

jati diri bahwa mereka mempunyai identitas sendiri yang mandiri tanpa haru 

menggunakan merek yang bukan menjadi haknya. Adanya sertifikat merek 

juga memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap hasil produksi 

perusahaan mereka, sebagai alat bukti sah kepemilikan suatu merek dan 

menjadi alat untuk mempertahankan merek mereka manakala terjadi 

pemalsuan terhadap mereka sehingga nantinya dapat dilakukan gugatan bagi 

pihak pihak yang tanpa hak memproduksi dan menjual atau memasarkan 

merek yang sama.  

Hak-hak yang disebutkan diatas tidak dimiliki produsen yang belum 

mendaftarkan merek dan mendapat sertifikatnya. Hal ini membuka peluang 

digunakan nya merek mereka oleh orang lain. Tidak ada perlindungan hukum 

bagi produsen yang belum mendaftarkan mereknya karena didalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan hanya memberikan perlindungan 

hukum bagi merek yang sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Maka 

Tindakan-tindakan hukum seperti gugatan atau tindakan lainnya tidak bisa 

dilakukan oleh produsen yang belum mendaftarkan mereknya kepada pihak 

yang menggunakan merek milik produsen tersebut tanpa izin. 
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Selain 2 produsen diatas terdapat tiga (3) lainnya yaitu merek DRC, 

merek HRS dan merek MMS yang sudah mencoba mendaftarkan tetapi belum 

memperoleh sertifikat dikarenakan alasan yang berbeda bagi tiap-tiap 

produsen tersebut. Sisanya lima (5) merek yaitu merek CX, merek NRC, 

merek RCM JAVA RACING, merek W*ONE dan merek Akiyasi belum 

mengajukan permohonan pendaftaran merek. Keterangan terkait Kesepuluh 

merek tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dua (2) merek produk  knalpot yang sudah didaftarkan dan mendapat 

sertifikat merek dari Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) antara 

lain adalah: 

a. Merek BREXX/VAN VOLKER 

Dibuat oleh Agus Adiatmaja yang beralamat di Dusun IV, 

Desa Patemon Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 

 

 

 

 

Agus Adiatmaja menuturkan berdirinya usaha knalpot 

miliknya  diawali ketika pasca terjadinya krisis moneter. Awalnya 

Agus berusaha di bidang produksi Tabung Sanyo, National namun 

setelah terjadinya krisis moneter Agus beralih menjadi Produsen 

Knalpot. Bagi Agus secara pribadi berpendapat pendaftaran merek itu 
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sangat penting demi terwujudnya perlindungan hukum yang absolut 

terhadap merek knalpot hasil produksinya karena Agus sendiri pernah 

melihat produk yang menggunakan merek yang dia daftarkan.  

Agus merasa lebih tenang dengan adanya sertifikat merek yang 

telah diperoleh karena Pada produk knalpot yang diproduski Agus 

sudah disematkan huruf “R” sebagai tanda bahwa merek 

kepemilikanya sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual (Ditjen HKI). 

b. Merek ALPINO 

Dibuat oleh Baskoro Catur Putra  pada tahun 2011 yang beralamat di 

Desa Peniron, Purbalingga 

 

 

 

Baskoro dalam keteranganya menuturkan bahwa usaha 

Knalpot yang dijalani bermula dari kakak nya yang kemudian oleh 

Baskoro diberikan merek karena sebelumnya produk produknya belum 

memiliki merek. Baskoro sadar pentingnya merek bagi produknya 

agar terhindar dari tindakan pemalsuan yang kerap terjadi sehingga dia 

mendafarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual (Ditjen HKI). Karena berdasar pengalaman Baskoro pernah 
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mengalami ada pihak tidak bertanggung jawab yang memproduksi 

knalpot dengan merek yang dimiliki nya.  

Sertifikat merek yang telah dimiliki selain melindungi 

mereknya juga dapat digunakan sebagai pertahanan terhadap gugatan 

yang mungkin terjadi kepada nya terkait dengan merek. Knalpot 

produksi Baskoro belum menyematkan huruf “R” walaupun sudah 

didaftarkan dan memiliki sertifikat merek. 

2. Tiga (3) merek knalpot yang sudah mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intekektual (Ditjen HKI) tetapi belum mendapatkan sertifikat, yaitu 

merek: 

a. Merek HRS 

Merek milik M. Ali Imran, beralamat di Jalan A.W Soemarmo, 

Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga 

 

 

 

 

 

Usaha knalpot milik Ali Imran merupakan usaha yang telah 

turun menurun. Kemudian baru diberikan merek pada tahun 2010 

yaitu HRS. Imran memberikan keterangan telah mencoba 

mendaftarkan mereknya tetapi butuh waktu hingga 2 tahun hingga 
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Imran mendapat jawaban dari Direktorat Jenderal  Hak Kekayaan 

Intelektual (Ditjen HKI) yang mana permohonan pendaftara  merek 

HRS ditolak dikarenakan memiliki persamaan pada pokok nya 

dengan merek AHRS, yaitu nama merek yang di hendak didaftarakan 

sangat mirip karena ada kemiripan hingga 3 digit huruf. 

b. Merek DRC 

Merek milik Muchrisudin yang beralamat di Jalan A.W 

Soemarmo No.19, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. 

 

 

 

 

Pemberian merek DRC dilakukan oleh Muchrisudin pada tahun 

2004 yang awalnya hanya memproduksi khusus untuk motor vespa. 

Kemudian memperluas produksi untuk knalpot motor selain vespa 

pada tahun 2009. Muchrisudin mengaku sudah pernah mendaftarkan 

mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

(Ditjen HKI) namun menurut Muchrisudin prosesnya sangat lama 

hingga saat ini belum mendapat sertifikat merek. 
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c. Merek MMS/POWER RACING 

Merek milik yang Arif beralamat di Jalan A.W Soemarmo 

No.139, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. 

 

 

 

Arif memulai usaha produksi knalpot pada tahun 2006, Arif 

menuturkan sudah mengajukan permohonan pendaftaran merek lewat 

Disperindag sejak 5 bulan lalu namun belum mendapatkan jawaban 

dari Dirjen HKI. Arif berpendapat akan lebih baik apabila proses 

permohonan nya tidak memakan waktu yang lama. 

3. Lima (5) merek Knalpot yang belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yaitu merek: 

a. Merek CX 

Merek milik Imam yang beralamat di Jalan A.W Soemarmo, 

Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga 
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Berawal dari tahun 1992 yang didirikan oleh Imam yang 

kemudian dilanjutkan oleh anaknya pada tahun 2012. Imam 

menuturkan merek nya belum didaftarkan karena kurang 

pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran nya dan khawatir akan 

proses pengurusan yang lama. 

b. Merek NRC 

Merek milik Muchamad Yunanda, beralamat di Jalan Ketuhu 

Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga  

 

 

 

 

NRC sendiri merupakan cabang dari perusahaan knalpot Orang 

tua Nanda yang khusus memproduksi knalpot untuk sepeda motor 

sedangkan Orang tua Nanda memproduksi knalpot khusus mobil. 

Merek NRC sendiri belum didaftarkan karena khawatir akan 

prosedur pendaftaran yang lama dan persyaratan yang rumit. 

c. Merek W*ONE 

Merek milik Heru Kuswanto yang beralamat di A.W 

Soemarmo, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga 
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Heru memulai usaha produksinya knalpot nya pada tahun 

1997, heru menerima pesenan pembuatan knalpot khusus untuk vespa 

dan motor 2tak lainnya. Heru mengaku belum mendaftarkan mereknya 

karena merasa belum perlu dan biayanya dianggap mahal serta serta 

persyaratan yang dianggap rumit. 

d. Merek RCM JAVA RACING 

 Merek milik Raekhas Vetrick yang beralamat di Jalan Ketuhu, 

Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. 

 

 

 

 

RCM merupakan kependekan dari Racing Concept Muffler 

yang didirikan pada tahun 2014. RCM saat ini memproduksi knalpot 

khusus untuk kendaraan roda 2. Raekhas menuturkan bahwa dia 

belum merasa perlu mendaftarkan merek nya dikarenakan nama 

merek nya belum besar tetapi setuju akan urgensi perlunya 

pendaftaran atas merek. 

e. Merek Akiyasi 

Merek milik Radit Prabowo ini beralamat di Jalan Letnan 

Sudani, Kabupaten Purbalingga 
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Berdiri dari pada tahun 2006 sebagai usaha milik keluarga, 

Luki sebagai perwakilan dari perusahaan produksi knalpot ini 

menuturkan belum merasa perlu untuk mendaftarkan merek nya. 

Produsen knalpot yang berkehendak untuk memiliki sertifikat merek 

diharuskan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Penjelasan terkait Syarat 

dan Tata cara pendaftaran merek di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2016 terdapat dalam Pasal 4 hingga Pasal 19. Pengajuan permohonan 

pendaftaran merek harus secara tertulis dan pada blangko formulir 

permohonannya diketik dengan dengan bahasa Indonesia. Didalam surat 

permohanan merek harus dilampiri: 

1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang dilegalisir. Bagi pemohon 

yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang harus 

memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa 

hukum nya; 

2. Foto copy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris 

apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum; 

3. Foto copy salinan peraturan penggunaan merek kolektif apabila permohonan 

diajukan untuk merek kolektif; 

4. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan; 
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5. Dua puluh (20) helai etiket merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 

cm); 

6. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah 

miliknya 

Biaya permohonan pendaftaran merek diatur didalam Lampiran Angka 

V Nomor 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 

Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu: 

1. Untuk usaha mikro dan usaha kecil biaya permohonan pendaftaran merek 

dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar secara 

Elektronik (online) Per Kelas nya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 

secara non Elektronik (manual) Per Kelas nya Rp 600.000,- 

2. Untuk umum biaya permohonan pendaftaran merek dan permintaan 

perpanjangan perlindungan merek terdaftar secara Elektronik (online) per 

kelas nya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu), secara non Elektronik 

(manual) per kelasnya Rp 2.000.000,- 

Pada penelitian ini didapatkan informasi terdapat beberapa cara dalam 

pengurusan permohonan pendaftaran merek. Cara pertama adalah memberikan 

kuasa kepada konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang kemudian 

seluruh pengurusan nya termasuk berkas-berkas dan kelengkapannya diurus 

oleh konsultan tersebut dari awal hingga diterbitkannya sertifikat hak katas 
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merek. Pemberi kuasa dibebankan biaya permohonan pendaftaran sesuai 

dengan peraturan perundangan terkait. Kedua, melalui Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag). Disperindag Purbalingga memberikan fasilitas bagi 

para pelaku usaha termasuk produsen knalpot untuk dibantu pengurusan 

pendaftaran merek nya. Selain itu Pelaku usaha juga dapat mendaftarkan merek 

mereka secara mandiri. 

Pengajuan berkas permohonan dikirimkan ke Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Kemudian Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Interlektual akan memeriksa formulir serta kelengkapan berkas-

berkas yang diajukan. Pemohon diwajibkan memenuhi kekurangan 

kelengkapan persyaratan apabila Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

(Ditjen HKI) menemukan adanya kekurangan dan memberikan waktu 

maksimal dua (2) bulan sejak pengajuan surat permohonan. Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) akan memberikan pemberitahuan 

tertulis yang berisi pernyataan penarikan kembali permohonan pendaftaran 

merek dalam hal selama waktu dua (bulan) yang diberikan pemohon atau 

kuasanya tidak segera melengkapi persyaratan, biaya yang telah dikeluarkan 

oleh pemohon tidak dapat ditarik lagi. 

Beberapa hal yang dikeluhkan produsen knalpot di purbalingga terkait 

dengan pendaftaran merek antara lain adalah prosedur dan persyaratan yang 

rumit serta durasi pengurusan sertifikat yang lama. Sedangkan terkait biaya 
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sebagian produsen mengaku biaya tidak menjadi kendala apabila memang 

bertujuan untuk kemajuan dan keamanan merek yang merek miliki, namun 

ada sebagian yang merasa keberatan dengan total biaya yang akan dikeluarkan 

dalam proses permohonan pendaftaran merek. Selain itu kepastian 

mendapatkan sertifikat atau tidak nya juga menjadi kekhawatiran para 

produsen yang hendak atau belum mendaftarkan karena sesuai dengan Pasal 

82 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dijelaskan 

bahwa semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara tidak dapat 

ditarik kembali. 

Produsen khawatir apabila sudah mencoba mendaftar, prosesnya akan 

lama namun tidak memperoleh sertifikat dan biaya yang dikeluarkan tidak 

dapat ditarik kembali, sehingga produsen beranggapan tidak mendapat 

keuntungan apa-apa. Seperti yang terjadi pada Ali Imran, produsen knalpot 

merek HRS (Handmade Racing System). Berdasarkan wawancara dengan Ali 

Imran, dijelaskan bahwa Imran sudah mencoba mendaftarkan merek 

knalpotnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) 

namun setelah menunggu hingga 2 tahun, Imran mendapat surat dari Ditjen 

HKI yang dijelaskan bahwa merek yang ia daftarkan yaitu “HRS” dianggap 

mempunyai kesamaan pada pokokmya dengan merek lain yang terdaftar di 

dala Daftar Umum Merek yaitu dengan merek “AHRS”.  Imran beranggapan 

berbeda 1 digit huruf maka sudah tidak ada kesamaan, namun Ditjen HKI 

menganggap terlalu banyak kesamaan digit huruf yang dijadikan singkatan 
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merek sehingga permohonan pemdaftaran merek Imran ditolak. Imran 

menuturkan akan mencoba mendaftarkan kembali merek nya tetapi khawatir 

akan prosedur pengurusan yang lama karena pengalaman sebelumnya dimana 

Imran harus menunggu hingga 2 tahun untuk mendapat jawaban atas 

pendaftaran mereknya, mendapatkan penolakan atas pendaftaran mereknya 

dan biaya pendaftaran yang dikeluarkan tidak kembali lagi walaupun 

permohonan pendaftaran nya ditolak. Demikian maka Imran dalam 

menjalankan usaha produksi knalpotnya belum memiliki sertifkat merek. 

Suatu merek yang hendak didaftarkan apabila merek tersebut tidak 

mempunyai cukup daya pembeda dengan merek lainya atau menyerupai 

merek yang sudah berada di daftar umum merek makan kemungkinan proses 

pengurusanya akan tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. Maka dari itu Imran perlu mengubah dan memberi daya pembeda 

kepada merek yang hendak didaftarkannya apabila ingin diterima pendaftaran 

mereknya. 

Peraturan mengenai penolakan dikarenakan persamaan pada pokok 

nya terhadap suatu permohonan merek terdapat pada Pasal 21 angka 1 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dijelaskan bahwa 

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan: 

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak 

lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
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2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis 

yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 

4. Indikasi geografis terdaftar. 

Produsen knalpot lainnya, Nanda (merek NRC), Imam (Merek CX), 

Rakhaes (Merek RCM JAVA RACING), Wawan (Merek W*ONE) dan Radit 

Prabowo (Merek Akiyasi) belum mendaftarkan merek milik mereka walaupun 

mereka sudah menggunakan merek sendiri. Beberapa hal yang menjadi 

penyebab belum didaftarkan nya merek mereka antara lain adalah waktu 

pengurusan pendaftaran yang lama dan persyaratan-persyaratan yang dinilai 

rumit. Faktor biaya bisa menjadi masalah apabila dalam pengurusan nya 

sertifikat merek tidak dapat diturunkan karena biaya yang sudah dikeluarkan 

tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan Akiyasi dan W*One belum 

mendaftarkan merek nya karena belum merasa perlu, Situasi ini membuat 

perlindungan hukum merek tidak terlaksana secara efektif. 

Hal yang perlu dikhawatirkan adalah ketika terjadinya permasalahan 

terkait merek, mereka tidak dapat mepertahankan dihadapan hukum karena 

belum memiliki Hak Eksklusif atas merek yang mereka gunakan dalam 

pproduksi knalpot. Selama Merek produsen-produsen tersebut belum 

didaftarkan maka tidak ada perlindungan hukum bagi merek tersebut karena 

hanya merek-merek yang sudah terdaftar yang mendapat perlindungan 

hukum.  
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Terlepas dari semua alasan yang dikemukakan, para produsen ini sepakat 

dalam hal urgensi perlu didaftarkannya merek yang mereka buat demi 

mendapatkan perlindungan hukum atas merek mereka serta memberikan rasa 

tenang dan kelancaran dalam menjalankan usaha mereka.  

Namun pendaftaran belum dilakukan karena persyaratan yang dinilai 

rumit dan waktu pengurusan yang ditakutkan memakan waktu yang lama dan 

biaya pendaftaran yang tidak dapat ditarik kembali apabila sudah melakukan 

pendaftaran, mereka merasa akan mengalami kerugian apabila sudah 

mengeluarkan biaya banyak untuk pendaftaran merek mereka namun 

memakan waktu lama dan tidak dapat menarik kembali biaya pendaftaran 

yang dikeluarkan meskipun permohonan pendaftarannya ditolak. 

Berdasarkan Hasil riset terkait yang telah dilakukan, ditemukan faktor-

faktor yang menjadi latar belakang didaftarkannya dan tidak didaftarkannya 

mere katas produk knalpot di kabupaten Purbalingga oleh produsennya 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Didaftarkannya Merek atas 

Produk Knalpot di Kabupaten Purbalingga oleh Produsennya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen knalpot yang sudah 

pernah mendaftarkan mereknya, yaitu: 

a. Agus Adiatmaja, pemilik perusahaan produksi Knalpot merek 

BREXX/VANVOLKER; 
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b. Baskoro Catur Saputro, pemilik perusahaan produksi Knalpot merek 

ALPINO; 

c. M. Ali Imran, pemilik perusahaan produksi Knalpot merek HRS; 

d. Aris ,pemilik perusahaan produksi Knalpot merek MMS; 

e. Muchrisudin, pemilik perusahaan produksi Knalpot merek DRC; 

Digambarkan dalam table berikut ini. 

Tabel 1 

Alasan Didaftarkannya Merek Knalpot oleh Produsennya di Kabupaten 

Purbalingga 

No.  

Jawaban 

Jumlah 

Penjawab 

Persentase (%) 

1 Mendapatkan Perlindungan 

Hukum 

5 100 

2 Memperoleh sertifikat merek 5 100 

3 Menghindari penggunaan 

merek oleh pihak lain 

5 100 

4 Sebagai jati diri perusahaan 2 40 

5 Tenang dalam ber usaha 3 60 

  

Keterangan Tabel 

Jumlah Responden : Lima (5) orang. 

Sumber Tabel  : Hasil penelitian bulan Desember 2017 - Februari 2018 
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Dari table tesebut dapat diperoleh informasi tentang alasan-alasan 

produsen knalpot di Purbalingga mendaftarkan merek mereka di Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Alasan pertama adalah demi mendapatkan 

perlindungan hukum dengan persentase seratus persen (100%), alasan kedua 

adalah untuk memperoleh sertifikat merek dengan persentase (100%), alasan 

ketiga adalah menghindari penggunaan merek oleh pihak lain dengan 

persentase seratus persen (100%), alasan keempat sebagai jati diri perusahaan 

dengan persentase empat puluh persen (40%), alasan kelima adalah tenang 

dalam ber usaha dengan persentase enam puluh persen (60%). 

  Seluruh produsen knalpot yang dimintai keterangan, seratus persen 

(100%) memberikan pendapat faktor-faktor yang menjadi alasan 

didaftarkannya merek knalpot mereka adalah: 

1. Mendapatkan perlindungan hukum 

2. Memperoleh sertifikat merek 

3. Menghindari penggunaan merek oleh pihak lain 

Kemudian beberapa produsen menambahkan alasan lain 

didaftarkannya merek sebagai yaitu sebagai jati diri perusahaan sebesar empat 

puluh persen (40%), dan memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan 

usaha sebesar (60%). 

Dari 5 produsen yang sudah mencoba mendaftarkan merek nya ke 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hingga saat penulis menulis 

skripsi ini baru dua produsen yang sudah mendapatkan sertifikat hak merek 
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yaitu merek BREXX dan ALPINO. Tiga lainya DRC, HRS dan MMS sudah 

mencoba mendaftarkan tetapi masih ada yang belum kunjung mendapatkan 

sertifikat bahkan ada yang ditolak. Sehingga baru BREXX dan ALPINO yang 

mempunyai hak eksklusif atas merek dan mendapatkan perlindungan hukum 

karena telah memiliki sertifikat merek.  Sedangkan DRC, HRS dan MMS 

belum mendapatkan hak eksklusif tersebut karena walaupun sudah 

mendaftarkan, mereka belum berhak mendapat hak eksklusif atas merek 

tersebut hingga sertifikat merek mereka dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).   

Dari hasil olah data table diatas, alasan utama semua produsen knalpot 

mendaftarkan mereknya adalah ingin memperoleh  sertifkat merek atas merek 

yang mereka gunakan dalam berusaha dengan mendaftarkannya kepada 

Dirjen HKI. Sertifikat merek ini mempunyai fungsi untuk melindungi pemilik 

merek sah atas tindakan tindakan merugikan seperti penggunaan ataupun 

pemboncengan (Passing Off) oleh pihak lain. Dengan adanya sertifikat merek 

ini juga sebagai pernyataan kepastian hukum yang diberikan oleh Dirjen HKI 

kepada pihak produsen yang memperoleh sertifikat merek tersebut. Sehingga 

dengan terpenuhi nya kepastian hukum atas perlindungan merek membuat 

produsen knalpot merasa lebih tenang dalam menjalankan usaha nya.  

Namun selain pada itu, beberapa produsen knalpot juga menuturkan 

bahwa alasan perlu dan didaftarkannya merek adalah sebagai jati diri dari 

produsen tersebut. Agus Adiatmaja menuturkan akan menjadi suatu 
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kebanggan tersendiri bagi produsen yang mampu membangun merek mereka 

sendiri tanpa harus menggunakan atau memalsukan merek yang bukan 

menjadi hak mereka.  

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Tidak Didaftarkannya Merek 

katas Produk Knalpot di Kabupaten Purbalingga oleh Produsennya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen knalpot yang belum 

mendaftarkan mereknnya, yaitu: 

a. Muchammad Yunanda, pemilik perusahaan poroduksi knalpot merek 

NRC; 

b. Imam, pemilik perusahaan produksi knalpot merek CX; 

c. Radit Prabowo, pemilik perusahaan produksi knalpot merek Akiyasi 

d. Raekhas Vetrick, pemilik perusahaan produksi knalpot merek RCM 

e. Herus Kuswanto, pemilik perusahaan produksi knalpot merek 

W*ONE 

Digambarkan dalam Tabel berikut ini: 

Tabel 2 

Alasan Belum atau Tidak Didaftarkannya Merek Knalpot Oleh 

Produsennya di Kabupated Purbalingga 

No. Jawaban Jumlah 

Penjawab 

Persentase (%) 

1 Belum merasa perlu 3 60 
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2 Proses pengurusan 

pendaftaran yang lama 

5 100 

3 Belum pastinya 

diterimanya permohonan 

pendaftaran 

5 100 

4 Biaya yang mahal 2 40 

 

Keterangan Tabel 

Jumlah Responden : Lima (5) orang 

Sumber Tabel  : Hasil penelitian bulan Desember 2017 - Februari 2018 

Dari table tesebut dapat diperoleh informasi tentang alasan-alasan 

produsen knalpot di Purbalingga belum atau tidak mendaftarkan merek 

mereka di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat empat (4) 

faktor yang menjadi alasan para produsen knalpot. Alasan yang pertama 

adalah kebelum pastian diterimanya permohonan pendaftaran dengan 

persentase seratus  persen (100%), alasan kedua yaitu proses pengurusan 

pendaftaran yang dianggap lama dengan persentase seratus persen  (100%), 

alasan ketiga yaitu belum merasa perlu dengan persentase enam puluh persen 

(60%) dan alasan keempat yaitu biaya yang mahal dengan persentase  dua 

puluh persen (20%) 

Semua produsen sependapat dalam dua (2) faktor yang melatar 

belakangi belum atau tidak didaftarkan nya merek yaitu karena proses 
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pengurusan pendaftaran yang lama dan ke belum pastian diterimannya 

permohonan pendaftaran. Hal ini dikarenakan banyak produsen yang berkaca 

dari produsen lain yang sudah pernah mendaftarkan namun mengalami 

kendala dalam proses permohonan pendaftaran seperti waktu pengurusan 

yang lama, kemungkinan tidak diterima nya permohonan pendaftaran merek 

yang mana biaya pendaftaranya tidak bisa. ditarik kembali meskipun 

permohonan nya ditolak. 

Sedangkan tiga (3) produsen yaitu wawan (merek W*ONE), Rakhaes 

(merek RCM JAVA RACING) dan Radit Prabowo (merek Akiyasi) 

menuturkan bahwa mereka merasa belum perlu mendaftarkan mereknya baik 

itu dikarenakan karena mereknya belum terkenal, produksi yang masih kecil 

maupun karena memang belum mampu untuk membiayai biaya permohonan 

pendaftaran mereknya. Biaya permohonan pendaftaran yang mencapai Rp 

2.000.000 (dua juta rupiah) secara offline, Rp 1.800.000 (satu juta delapan 

ratus ribu rupiah) secara online untuk Umum dan Rp 600.000 (enam ratus ribu 

rupiah) secara offline, Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara online untuk 

UKM dan biaya perpanjangan yang lebih mahal dari biaya permohonan juga 

dinilai masih berat oleh sebagian produsen yang skala produksinya tidak 

terlalu besar.  Biaya perpanjangan perlindungan merek untuk  UKM dan 

Usaha Kecil secara online per kelas nya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima 

ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 

secara offline. Sedangkan untuk umum secara online dikenai biaya sebesar 
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Rp. 3.000.000 per kelasnya dan Rp. 4.000.000 untuk yang secara offline. 

Biaya ini masih diluar biaya-biaya lain seperti 

Berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan diatas diperlukan 

penyesuaian agar pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dapat berjalan dengan semestinya. Pertama, Dinas terkait yaitu 

Disperindag harus lebih menggiatkan penyuluhan terkait pendaftaran merek 

untuk meningkatkan kesadaran produsen-produsen knalpot di purbalingga 

akan pentingnya pendaftaran merek demi melindungi mereka dari tindakan 

pemalsuan merek yang dapat merugikan mereka karena masih ada produsen 

yang belum merasa perlu untuk mendaftarkan merek mereka.  

Kedua, agar produsen yang hendak mendaftar terhindar dari penolakan 

atas permohonan pendaftaran mereka dikarenakan adanya kesamaan pada 

pokoknya dengan merek lain yang sudah ada di daftar umum merek, 

Disperindag juga harus menghimbau para produsen knalpot untuk terlebih 

dahulu melakukan penulusuran merek sebelum mengajukan permohonan 

pendaftaran merek.  

Ketiga, terkait dengan biaya permohonan, walaupun sudah dibagi 

menjadi dua (2) jenis biaya permohonan yaitu untuk UKM/Usaha Kecil 

dengan Umum namun masih dianggap berat oleh sebagian produsen dan juga 

untuk memperpanjang sertifikat merek tersebut biayanya lebih mahal dari 

biaya permohonannya sehingga diperlukan penyesuaian terkait biaya ini agar 
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fasilitas pemberian perlindungan hukum atas merek ini dapat terjangkau oleh 

semua kalangan produsen knalpot di Purbalingga. 

Kemudian kaitannya dengan dengan Hukum Islam, didalam sistem 

Hukum Muamalah dikenal pembagian harta menjadi beberapa bagian, salah 

satunya adalah harta Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim yaitu harta yang  

diperbolehkan dan dapat diambil manfaatnya dan harta yang secara syara 

dilarang untuk dimanfaatkan kecuali dalam keadaan tertentu yang mendesak. 

Maka dari itu dapat di lihat bahwa merek jatuh pada kategori harta 

Mutaqawwim karena merek merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam 

dunia perdagangan sehingga perlu dipelihara dengan cara didaftarkan kepada 

Pemerintah yang berwenang sehingga dalam pelaksaan nya pemilik merek 

dapat menjalankan usaha dengan tenang karena kehilangan suatu merek 

adalah sebuah kerugian yang besar. 

B. Penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh Pemilik 

Merek 

Meskipun di Kabupaten Purbalingga sudah banyak produsen knalpot 

yang menggunakan merek buatan mereka sendiri tetapi pada kenyataannya 

masih ada produsen-produsen yang dalam praktek usahanya menggunakan 

merek yang bukan menjadi hak nya. Berdasarkan wawancara dengan 

produsen-produsen yang sudah menggunakan merek sendiri salah satunya 

Agus Adiatmaja pemilik merek BREXX/VAN VOLKER, beliau menuturkan 

bahwa masih ada produsen-produsen yang melakukan pemalsuan merek 
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tersebut dengan alasan agar produk yang mereka jual cepat laku karena merek 

yang dipalsukan dapat mendorong penjualan knalpot produksi mereka. 

Praktek pemalsuan merek ini biasanya dilakukan oleh pengusaha yang skala 

produksinya belum besar, alasan lainya adalah terkait dengan faktor ekonomi, 

dikarenakan modal yang cukup besar untuk memulai usaha produksi knalpot 

maka produsen tersebut mengambil jalan pintas dengan memalsukan merek 

yang sudah terkenal sehingga barang cepat terjual dan mereka mendapat 

keuntungan yang digunakan untuk kembali memproduksi knalpot. 

Masalah akan muncul ketika terdapat konsumen yang hendak membeli 

produk dengan merek terkenal tertentu tetapi produk yang mereka beli adalah 

barang hasil pemalsuan merek. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi 

konsumen dan juga pemilik asli merek yang dipalsukan mereknya. Konsumen 

dirugikan karena mereka mendapat produk yang bukan aslinya, kualitas yang 

didapat dari produknya pun pasti tidak sama dengan produk aslinya bahkan 

bisa jadi lebih buruk.  

Sedangkan pemilik merek asli dirugikan, pertama karena produk palsu 

tersebut dapat merusak reputasi pemilik asli tersebut, kualitas produk hasil 

pemalsuan merek yang cenderung lebih buruk dari produk aslinya dapat 

menimbulkan kesan pada konsumen bahwa merek tersebut memproduksi 

produk yang tidak berkualitas padahal pada kenyataanya adalah sebaliknya. 

Kedua, peredaran produk hasil pemalsuan merek berpotensi mengurangi 

pendapatan pemilik merek asli, dikarenakan harga produk hasil pemalsuan 
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merek lebih murah dari produk aslinya sehingga menimbulkan banyak 

konsumen lebih memilih produk hasil pemalsuan merek. 

Dalam hal upaya penyelesaian yang terjadi terhadap beberapa kasus di 

Purbalingga semua diselesaikan dengan upaya penyelesaian sengketa perdata 

di luar peradilan umum. Beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dapat 

dilakukan diluar pengadilan adalah :57 

1. Konsultasi, yaitu suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu 

pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, 

dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai 

dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. 

2. Negosiasi, yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa 

melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama 

atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. 

3. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 

4. Konsiliasi, yaitu penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan 

kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. 

5. Penilaian ahli, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat 

teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya 

                                                        
57 Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 7 
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Contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus merek knalpot Brock’s 

Perfomance. Kasus ini berawal dari seorang konsumen dari yunani yang 

hendak membeli knalpot dengan merek Brock’s Perfomance kepada penjual 

yang bernama Al Ichwan yang berasal dari Purbalingga melalui situs 

facebook karena harganya lebih murah. Namun setelah knalpotnya diterima 

konsumen, ternyata knalpot tersebut bukan merupakan produk knalpot 

original Brock’s Performance dikarenakan kualitas yang tidak baik dan hal ini 

tidak diketahui konsumen hingga knalpotnya tiba karena foto yang digunakan 

dalam iklannya sangat identik dengan produk aslinya.  

Konsumen tersebut mencoba membuat klaim kepada Brock’s 

Perfomance namun ditolak dikarenakan produk knalpot yang diterima 

konsumen tersebut adalah bukan knalpot asli Brock’s Perfomance. Tentu saja 

kejadian ini sangat merugikan konsumen dan Brock’s Perfomance, selain 

konsumen tersebut tidak mendapatkan knalpot yang asli dan tidak dapat 

mengklaim kerugiannya, Brock’s Perfomance juga dirugikan karena adanya 

knalpot palsu tersebut menganggu penjualan dan memberikan kesan negative 

kepada konsumen. 

Menindak lanjuti peristiwa ini, Brock’s Perfomance melakukan upaya 

penyelesaian dengan merilis Bulletin di situs resminya yang berisi peringatan 

dan himbauan terhadap konsumen tentang bagaimana cara membedakan 

antara produk knalpot asli dengan produk hasil pemalsuan, pernyataan bahwa 

Brock’s Performance tidak dapat memberikan garansi atau jaminan dalam 
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klaim terhadap produk hasil pemalsuan merek dan keamanan produk tersebut 

karena bisa jadi produk tersebut tidak memenuhi persyaratan legal terkait 

material yang digunakan maupun kualitas nya sehingga Brock’s Performance 

tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan konsumen apabila 

menggunakan produk knalpot palsu dikarenakan alasan diatas. 

Di dalam bulletin ini juga disertakan informasi informasi terkait 

pelaku-pelaku pemalsuan atas merek Brock’s Performance, antara lain yang 

disebutkan adalah  H&S Exhaust Store yang berasal dari India, Putu Indra 

Karsono, Dwi Kurniawan dan Al Ichwan yang berasal dari Purbalingga serta 

pelaku-pelaku lain yang menjual lewat situs jual beli online Ebay. 

Konsumen di himbau untuk menghindari pelaku-pelaku yang 

disebutkan diatas agar terhindar dari membeli produk knalpot yang bukan 

produksi asli Brock’s Performance. Bulletin ini juga merupakan peringatan 

terhadap para pelaku-pelaku agar berhenti memproduksi knalpot-knalpot 

dengan menggunakan merek Brock’s Performance dikarenakan dianggap 

menyalahi Undang-undang Persaingan usaha dan Merek. Namun pada 

prakteknya produsen-produsen ini tidak mengindahkan dan masih 

memproduksi knalpot palsu.  

Kasus lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan produsen-

produsen knalpot Purbalingga adalah kasus perusahaan produksi knalpot R9 

Racing Generation dengan salah satu produsen knalpot di purbalingga yang 

mana para produsen yang diwawancarai tidak mau menyebutkan nama 
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produsen tersebut. Disebutkan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan 

adalah dilakukan diluar pengadilan dengan cara negosiasi antar pihak yang 

berujung pada pembayaran ganti rugi dan peringatan untuk tidak kembali 

memproduksi knalpot dengan menggunakan merek R9 Racing Generation.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat dirumuskan kesimpulan 

bahwa: 

1. Dalam prakteknya pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek belum terlaksana dengan efektif. Dari data yang telah diperoleh 

dan diolah ditemukan hanya dua (2) dari sepuluh (10) produsen yang telah 

memiliki sertifikat merek dan terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Alasan Para produsen yang mendaftarkan 

merek mereka agar mendapatkan sertifikat merek tersebut. Sedangkan alasan 

produsen yang tidak mendaftarkan mereknya antara lain karena belum merasa 

perlu, proses pengurusan pendaftaran yang lama, kebelum pastian diterimanya 

permohonan pendaftaran dan biaya yang mahal. Sistem Hukum Hak 

Kekayaan Intelektual Indonesia menganut sistem “First to File” yang mana 

pihak yang pertama mendaftarkan adalah pihak yang akan mendapatkan hak 

ekslusif dan perlindungan hukum dari negara. Delapan (8) produsen knalpot 

lainya belum mendaftarkan dan  memiliki sertifikat merek  dikarenakan 

berbagai macam faktor dan penyebab yaitu ditolak karena memiliki kesamaan 

pada pokoknya dengan merek lain, persyaratan yang dinilai rumit, proses 

yang lama, ke belum pastian diterima atau tidaknya permohonan, biaya yang 

mahal dan anggapan belum merasa perlu untuk mendaftarkan merek mereka. 
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2. Dalam hal penyelesaian oleh Pemilik Merek yang terjadi pada salah satu 

produsen di Purbalingga dilakukan upaya dengan cara melakukan negosiasi 

dan peringatan dalam bentuk bulletin yang berisi himbauan kepada para 

konsumen agar lebih berhati-hati, jeli dan dapat membedakan mana produk 

knalpot yang asli dengan yang palsu. Serta agar para pelaku-pelaku pemalsuan 

untuk berhenti memproduksi dengan menggunakan merek yang bukan 

menjadi hak mereka. Namun pada prakteknya upaya penyelesaian diluar 

pengadilan yang ditawarkan oleh Pemilik Merek ini tidak dapat dimanfaatkan 

dengan baik oleh pelaku usaha yang melakukan pemalsuan merek dan masih 

banyak produsen knalpot di Purbalingga yang melakukan praktek pemalsuan 

merek knalpot tersebut.  

B. Saran 

1. Pemerintah dalam hal ini Disperindag, hendaknya semakin menggiatkan 

kegiatan penyuluhan terkait dengan pentingnya kesadaran pendaftaran merek 

kepada produsen knalpot supaya para produsen ini terhindar dari tindakan 

pemalsuan merek yang dapat merugikan produsen tersebut; 

2. Disperindag perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap biaya 

permohonan pendaftaran merek lagi agar dapat dijangkau oleh semua 

kalangan produsen knalpot karena beberapa produsen masih beranggapan 

biaya tersebut mahal . Hal ini semata-mata demi terlaksananya Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek; 
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3. Produsen diharapkan lebih berinisiatif yaitu melakukan penelusuran merek 

agar ketika mengajukan permohonan merek tidak terjadi penolakan oleh 

Dirjen HKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain 

yang sudah terdaftar; 

4.  Konsumen diharapkan untuk lebih jeli dan mampu membedakan antara 

merek yang asli dengan yang hasil pemalsuan  terkait dengan produk yang 

akan dibeli. Apabila sudah terlanjur dirugikan karena membeli produk palsu 

maka perundang-undangan di Indonesia  memberikan fasilitas untuk 

menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha yang menjual produk palsu.  
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